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RANCANGANQANUNACEH

NOMOR….TAHUN2019

Tentang

PENDIDIKANKEBENCANAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGANNAMAALLAHYANGMAHAPENGASIHLAGIMAHAPENYAYANG

ATASRAHMATALLAHYANGMAHAKUASA

GUBERNURACEH,

Menimbang : a. bahwa Aceh secara geologis, geografis, biologis,

hidrologis,klimatologis,sosial,budaya,ekonomi,dan

teknologi merupakan wilayah rawan bencana, baik

bencanaalam,bencananonalam,danbencanasosial;

b. bahwa untuk memberikan pengetahuan kepada

masyarakatdariancamanbencanadanmengurangirisiko

bencana dilakukan melalui pendidikan kebencanaan

secara terencana,terpadu,terarah,terkoordinasi,dan

berkesinambungan;dan

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud

dalam hurufa dan hurufb,perlu membentuk Qanun

tentangPendidikanKebencanaan.

Mengingat : 1. Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik

IndonesiaTahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1956Nomor

64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

PenyelenggaraanKeistimewaanProvinsiDaerahIstimewa

Aceh(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor3893);

4. Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem

PendidikanNasional(LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun 2003 Nomor78,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor4301);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

PemerintahanAceh(LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun 2006 Nomor62,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor4633);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
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IndonesiaTahun2007Nomor66,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor4723);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimana

telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-

UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKedua

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2010 tentang

PengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

5105);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

KewenanganPemerintahyangBersifatNasionaldiAceh

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor

28,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5659);

10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011

Nomor2);

11. Qanun Aceh Nomor5 Tahun 2011 tentang Tata Cara

PembentukanQanun(LembaranAcehTahun2011Nomor

10);

12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang

PenyelenggaraanPendidikan(LembaranAcehTahun2014

Nomor12,TambahanLembaranAcehNomor71).

DenganPersetujuanBersama

DEWANPERWAKILANRAKYATACEH

dan

GUBERNURACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUNACEHTENTANGPENDIDIKANKEBENCANAAN

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Qanuniniyangdimaksuddengan:

1. PemerintahPusatselanjutnyadisebutPemerintahadalahPresidenRepublik
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Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara

RepublikIndonesiaTahun1945.

2. Acehadalahdaerahprovinsiyangmerupakankesatuanmasyarakathukum

yangbersifatistimewadandiberikewenangankhususuntukmengaturdan

mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempatsesuaidenganperaturanperundang-undangandalam sistem dan

prinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiaberdasarkanUndang-Undang

DasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945yangdipimpinolehseorang

Gubernur.

3. Kabupaten/Kotaadalahbagiandaridaerahprovinsisebagaisuatukesatuan

masyarakathukum yangdiberikewenangankhususuntukmengaturdan

mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempatsesuaidenganperaturanperundang-undangandalam sistem dan

prinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiaberdasarkanUndang-Undang

DasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945,yangdipimpinolehseorang

Bupati/Walikota.

4. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsidalam sistem

NegaraKesatuanRepublikIndonesiaberdasarkanUndang-UndangDasar

NegaraRepublikIndonesiaTahun1945 yang menyelenggarakanurusan

pemerintahanyangdilaksanakanolehPemerintahDaerahAcehdanDewan

PerwakilanRakyatDaerahAcehsesuaidenganfungsidankewenangan

masing-masing.

5. PemerintahKabupaten/Kotaadalahpenyelengaraanurusanpemerintahan

yangdilaksanakanolehpemerintahkabupaten/kotadanDewanPerwakilan

RakyatKabupaten/Kotasesuaidenganfungsidankewenanganmasing-

masing.

6.GubernuradalahKepalaPemerintahAcehyangdipilihmelaluisuatuproses

demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung,umum,bebas,

rahasia,jujurdanadil.

7.Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang

dipilihmelaluisuatuprosesdemokratisyangdilakukanberdasarkanasas

langsung,umum,bebas,rahasia,jujurdanadil.

8.DinasPendidikanProvinsiadalahDinasPendidikanAceh.

9.DinasPendidikanKabupaten/KotaadalahDinasPendidikanKabupaten/Kota

diwilayahProvinsiAceh.

10.Pendidikanformaladalahjalurpendidikanyangterstrukturdanberjenjang

yang terdiriatas pendidikan anak usia dini(TK/RA),pendidikan dasar

(SD/MI),pendidikan menengah (SMP/MTs/ SMA/MA),dan pendidikan

khusus(PKLK/SMK/TKLK/MAK).

11.Pendidikannonformaladalahjalurpendidikandiluarpendidikanformalyang

dilaksanakansecaraterstrukturdanberjenjang,meliputi:pesantren/dayah,

PendidikanAnakUsiaDinidanPendidikanMasyarakat(PAUDdanDikmas),

BalaiPengembangan Pendidikan LuarSekolah dan Pemuda (BP-PLSP),

BalaiPengembangan Kegiatan Belajar(BKB),SanggarKegiatan Belajar

(SKB),PusatKegiatanBelajarMasyarakat(PKBM),lembagapemerintahnon

-profit,lembagaswadayamasyarakat,organisasiperempuan,organisasi

pemuda, organisasi disabilitas, organisasi profesi, dan organisasi

kemasyarakatan

12.Pendidikaninformaladalahjalurpendidikankeluargadanlingkunganyang
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berbentuk kegiatan belajarsecara mandiri,yang diakuisama dengan

pendidikanformaldannonformalsetelahpesertadidiklulusujiansesuai

denganstandarnasionalpendidikan.

13.Pesertadidikadalahanggotamasyarakatyangberusahamengembangkan

potensidirimelaluiprosespembelajaranyangtersediapadajalur,jenjang,

danjenisPendidikantententu.

14.Pendidikan anak usia diniadalah jenjang pendidikan sebelum jenjang

pendidikandasaryangmerupakansuatuupayapembinaanyangditujukan

bagianaksejaklahirsampaidengan usia enam tahun yang dilakukan

melaluipemberianrangsanganpendidikanuntukmembantupertumbuhan

danperkembanganjasmanidanrohaniagaranakmemilikikesiapandalam

memasukipendidikanlebihlanjut,yangdiselenggarakanpadajalurformal,

nonformal,daninformal.

15.Pendidikandasaradalahjenjangpendidikanawalselama9(sembilan)tahun

pertama masa sekolah anak-anak,serta menjadidasarbagijenjang

pendidikanmenengah.Diakhirmasapendidikandasar,parapesertadidik

diharuskanmengikutidanlulusdariUjianNasional(UN).

16.Pendidikanmenengahadalahjenjangpendidikanlanjutanpendidikandasar,

yang mempersiapkan peserta didik menjadianggota masyarakatyang

memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan

lingkungansosialbudayadanalam.

17.Bencanaadalahperistiwaataurangkaianperistiwayangmengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakatyang disebabkan,

baikolehfaktoralam dan/ataufaktornonalam maupunfaktormanusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,kerusakan

lingkungan,kerugianhartabenda,dandampakpsikologis.

18.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam,antara lain,berupa

gempabumi,tsunami,gunungmeletus,banjir,kekeringan,angintopan,dan

tanahlongsor.

19.Bencananonalam adalahbencanayangdiakibatkanolehperistiwaatau

rangkaianperistiwanonalam yangantaralainberupagagalteknologi,gagal

modernisasidanwabahpenyakit.

20.Bencana sosialadalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaianperistiwayangdiakibatkanolehmanusiayangmeliputikonflik

sosialantarkelompokatauantarkomunitasmasyarakat,danperbuatanlain

yangmeresahkanmasyarakat.

21.Penanggulanganbencanaadalahsuaturangkaiankegiatanyangbersifat

pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang

diselenggarakansecarakoordinatif,konprehensif,serentak,cepat,tepatdan

akuratdenganmelibatkanlintassektordanlintaswilayah.

22.Kegiatanpencegahanbencanaadalahserangkaiankegiatanyangdilakukan

sebagaiupaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangiancaman

bencana.

23.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasibencanamelaluipengorganisasiandanlangkahyangtepat

gunasertaberdayaguna.

24.Mitigasiadalahserangkaianupayauntukmengurangirisikobencana,baik

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan

kemampuanmenghadapiancamanbencana.
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25.Tanggap daruratbencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

dengansegerapadasaatkejadianbencanauntukmenanganidampakburuk

yang ditimbulkan,yang meliputikegiatan penyelamatan dan evakuasi

korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,

pengurusan pengungsi,penyelamatan,serta pemulihan prasarana dan

sarana.

26.Rehabilitasiadalahperbaikandanpemulihansemuaaspekpelayananpublik

ataumasyarakatsampaitingkatyangmemadaipadawilayahpascabencana

dengansasaranutamauntuknormalisasiatauberjalannyasecarawajar

semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakatpada wilayah

pascabencana.

27.Rekonstruksiadalahpembangunankembalisemuaprasaranadansarana,

kelembagaanpadawilayahpascabencana,baikpadatingkatpemerintahan

maupunmasyarakatdengansasaranutamatumbuhdanberkembangnya

kegiatanperekonomian,sosialdanbudaya,tegaknyahukum danketertiban,

danbangkitnyaperansertamasyarakatdalam segalaaspekkehidupan

bermasyarakatpadawilayahpascabencana.

28.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi

masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan

memfungsikan kembalikelembagaan,prasarana,dan sarana dengan

melakukanupayarehabilitasi.

29.Pencegahanbencanaadalahserangkaiankegiatanyangdilakukanuntuk

mengurangiataumenghilangkanrisikobencana,baikmelaluipengurangan

ancamanbencanamaupunkerentananpihakyangterancam bencana.

30.Risikobencanaadalahpotensikerugianyangditimbulkanakibatbencana

padasuatuwilayahdalam kurunwaktutertentuyangdapatberupakematian,

luka,sakit,jiwaterancam,hilangnyarasaaman,mengungsi,kerusakanatau

kehilanganharta,dangangguankegiatanmasyarakat.

31.Pendidikankebencanaanadalahpembelajaranpengetahuan,keterampilan,

danperilakusekelompokorangtentangkebencanaanyangditurunkandari

satugenerasikegenerasiberikutnyamelaluipengajaran,pelatihan,atau

penelitian.

32.Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis,berkelanjutan dan

terpaduuntukmeningkatkankualitaslangkah-langkahyangberhubungan

dengan pemantauan dan analisis bencana serta pencegahan,mitigasi,

kesiapsiagaan,peringatan dini,penanganan darurat,rehabilitasi dan

rekonstruksi.

33.Prasaranapendidikanadalahsegalasesuatuyangmerupakanpenunjang

utamaterselenggaranyaprosespendidikan,termasukusaha,pembangunan

danproyek.

34.Saranapendidikanadalahsegalasesuatuyangdapatdigunakansebagai

alatdalam mencapaimaksudatautujuanpendidikan.

35.Kurikulum pendidikankebencanaanadalahperangkatmatapelajarandan

program pendidikan kebencanaan yang diberikan oleh suatu lembaga

penyelenggara pendidikan yang berisirancangan pelajaran yang akan

diberikankepadapesertadidikdalam satuperiodejenjangpendidikan.

BABII

ASAS,FUNGSI,TUJUAN,DANSASARANPENDIDIKANKEBENCANAAN



6

Pasal2

Pendidikankebencanaandilaksanakanberdasarkanasas:

a.keislaman;

b.kemanfaatan;

c.keadilan;

d.nondiskriminasi;

e.kesetaraan;

f. efektivitas;

g.efisiensi;

h.keberlanjutan;

i. partisipatif;dan

j. transparansi.

Pasal3

Fungsipendidikan kebencanaan adalah untukmengembangkan seluruh aspek

kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakatAceh yang

tanggapdansiagaterhadapbencana.

Pasal4

Tujuanpendidikankebencanaanuntukmengembangkanseluruhpotensipeserta

didikagarmenjadimanusiayang:

a.berimandanbertakwakepadaAllahSubhanahuwataala;

b.berakhlakmulia;

c.memilikipengetahuankebencanaan;

d.memilikisikapdankepedulianterhadaprisikobencana;

e.tanggapdansiagabencana;dan

f. memilikikemampuanuntukberadaptasidenganperubahanbesardan

mendadak.

Pasal5

SararanpendidikankebencanaanadalahsemuasatuanPendidikanbaikformal,

nonformal,daninformaldisemuajalur,jenis,danjenjangpendidikan.

BABIII

PRINSIPPENYELENGGARAANPENDIDIKANKEBENCANAAN

Pasal6

Prinsippenyelenggaraanpendidikankebencanaanadalah:

a.pendidikankebencanaanuntuksemuapesertadidiktanpamembedakanjenis

kelamin,suku,agama,ras,danketurunan;

b.pendidikankebencanaandiselenggarakanpadasemuajalur,jenis,danjenjang

pendidikan;

c.penyelenggarakan pendidikan kebencanaan dilakukan secara terarah;

terencana,terpogram,terpadu,terkoordinasi,professional,danmenyeluruh;dan

d.pendidikan kebencanaan didasarkan pada nilai-nilaiislamidan nilai-nilai

keagamaanlainnyayangdianutolehmasyarakatIndonesiadenganmenjunjung

tinggihakasasimanusia,adatistiadat,dankearifanlokal.

Pasal7
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(1)Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dilaksanakan secara terintegrasi

antarjalur,jenis,dan/atauantarjenjangpendidikan.

(2)Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada jalur pendidikan formal,

nonformaldaninformaldiselenggarakandengancaramenyesuaikanwaktu,

tempat,saranadanprasaranapembelajaran,pendidikdantenagakependidikan,

bentuk,program dan/atausumberdayapembelajaranlainnyadengankondisi

kesulitanpesertadidik.

BABIV

HAK,KEWAJIBAN,DANPERANSERTA

BagianKesatu

Hak

Pasal8

Setiappesertadidikberhak:
a.mendapatpendidikan kebencanaan pada setiap jalur,jenis,dan jenjang

pendidikan.
b.mendapatfasilitas prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan sesuai

standarnasionalpendidikandanperaturankeamananbangunan.

BagianKedua

Kewajiban

Pasal9

Pesertadidikberkewajiban:
a.mengikutipendidikan kebencanaan pada setiap jalur,jenis,dan jenjang

pendidikan.
b.memeliharaprasaranadansaranapendidikankebencanaanpadasetiapjalur,

jenis,danjenjangpendidikan.

BagianKetiga

PeranSerta

Pasal10

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan

kebencanaan.

(2)Peransertamasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berfungsiuntuk

melaksanakan,menggiatkan,danmengembangkanpendidikankebencanaan

padasetiapjalur,jenis,danjenjangpendidikansecaraefisiendanefektif.

Pasal11

(1)Peransertamasyarakatdapatdilakukanolehperorangandan/ataukelompok.

(2)Peransertamasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatbersifat

wajibdan/atausukarelasesuaiketentuanyangberlaku.

Pasal12

Peransertamasyarakatsebagaimanadimaksuddalam Pasal10dilakukandalam

bentuk:

a.pengadaan dan pemberian bantuan tenaga untuk melaksanakan atau
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membantu pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada lembaga-lembaga

pendidikan,pembimbingandan/ataupelatihanpesertadidik;

b.pengadaandanpemberianbantuantenagaahlidanpelatihanuntukmembantu

pelaksanaandanpengembangankegiatanpendidikankebencanaan;

c.pengadaanprogram pendidikankebencanaansecaramandiriolehmasyarakat;

dan

d.pengadaan dana,tempat,fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kegiatan

pendidikankebencanaan.

BABV

TANGGUNGJAWABPENYELENGGARAANPENDIDIKANKEBENCANAAN

Pasal13

(1)Pemerintah,Pemerintah Aceh,dan pemerintah kabupaten/kota menjadi

penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan yang

dalam pelaksanaannyadidukungolehmasyarakat,lembaganonpemerintah

sertalembagausaha.

(2)Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kebencanaan sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)dilaksanakansecaraterencana,terprogram,terpadu,

terkoordinasi,profesional,danmenyeluruh.

BABVI

TUGASDANWEWENANG

BagianKesatu

PemerintahAceh

Pasal14

TugasPemerintahAcehmerumuskanperencanaan,pelaksanaan,danevaluasi

sertapenyediaansaranadanprasaranaterhadappendidikankebencanaansesuai

kewenanganAceh.

Pasal15

PemerintahAcehdalam melaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam Pasal

14,mempunyaiwewenang:

a.menetapkan kebijakan pendidikan bencana yang selarasdengan kebijakan

pembangunanAceh;

b.menyelenggarakan pendidikan kebencanaan pada semua jalur,jenis,dan

jenjangpendidikanskalaAceh;dan

c.mengevaluasipelaksanaanpendidikankebencanaanpadasemuajalur,jenis,

danjenjangpendidikansebagaimanadimaksudpadahurufb.

BagianKetiga

PemerintahKabupaten/Kota

Pasal16

Tugaspemerintahkabupaten/kotamerumuskanperencanaan,pelaksanaan,dan

evaluasi serta penyediaan sarana dan prasarana terhadap pendidikan

kebencanaanskalakabupaten/kota.
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Pasal17

Pemerintahkabupaten/kotadalam melaksanakantugassebagaimanadimaksud

dalam Pasal16,mempunyaikewenangan:

a.menetapkan kebijakan pendidikan bencana yang selarasdengan kebijakan

pendidikanAceh;

b.menyelenggarakan pendidikan kebencanaan pada semua jalur,jenis,dan

jenjangpendidikansesuaikewenangankabupaten/kota;dan

c.mengevaluasipelaksanaanpendidikankebencanaanpadasemuajalur,jenis,

danjenjangpendidikansebagaimanadimaksudpadahurufb.

d.menyediakansaranadanprasaranaterhadappendidikankebencanaanpada

semuajalur,jenis,danjenjangpendidikansesuaikewenangankabupaten/kota.

BABVII

JALUR,JENIS,DANJENJANGPENDIDIKANKEBENCANAAN

BagianKesatu

JalurPendidikan

Pasal18

(1)Semua jalur pendidikan di Provinsi Aceh bertanggung jawab

menyelenggarakanpendidikankebencanaan.

(2)Jalurpendidikansebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas:

a.pendidikanformal,

b.pendidikannonformal;dan

c.pendidikaninformal.

(3)Jalurpendidikanformalsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufaterdiri

atas:

a.pendidikananakusiadini;

b.pendidikandasar;

c.pendidikanmenengah;dan

d.pendidikantinggi;

(4)Jalurpendidikannonformalsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufb

terdiriatas:

a.pesantren/dayah;

b.pendidikananakusiadinidanpendidikanmasyarakat;

c.Balaipengembanganpendidikanluarsekolah;

d.balaipengembangankegiatanbelajar;

e.sanggarkegiatanbelajar;

f. pusatkegiatanbelajarmasyarakat;

g.lembagapemerintahnon-profit;

h.lembagaswadayamasyarakat;

i. organisasiperempuan;

j. organisasipemuda

k.organisasidisabilitas

l. organisasiprofesi;dan

m.organisasikemasyarakatan.

(5)Jalurpendidikaninformalsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufcterdiri

atas:

a.keluarga;dan

b.lingkunganmasyarakat;
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BagianKedua

JenisPendidikan

Pasal19

(1)Semua jenis pendidikan memiliki tanggung jawab meneyelenggarakan

pendidikankebencanaan.

(2)Jenispendidikansebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas:

a.pendidikanumum;

b.pendidikankejuruan;

c.pendidikanakademik;

d.pendidikanprofesi;

e.pendidikanvokasi;

f. pendidikankeagamaan;dan

g.pendidikankhusus.

BagianKetiga

JenjangPendidikan

Pasal20

(1)Semuajenjangpendidikanwajibmenyelenggarakanpendidikankebencanaan.

(2)Jenjangpendidikansebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas:

a.SekolahDasaratauMadrasahIbtidaiyah;

b.SekolahMenegahPertamaPertamaatauMadrasahTsanawiyah;

c.SekolahMenengahAtasatauMadrasahAliyah;dan

d.SekolahMenengahKejuruanatauMadrasahKeagamaanKejuruan.

BABVIII

PENYELENGGARAANPENDIDIKANKEBENCANAAN

BagianKesatu

Umum

Pasal21

Penyelenggarapendidikankebencanaanadalah:

a.pendidikanformal;

b.pendidikannonformal;dan

c.pendidikaninformal.

BagianKedua

PendidikanFormal

Pasal22

Penyelenggaraanpendidikankebencanaanpadapendidikanformalsebagaimana

dimaksudpadaayat(1)dilakukandengancaramengimplementasikanmelalui

strategimakrodanmikrodalam semuakegiatanakademik.

Paragraf1

JenisKegiatan
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Pasal23

(1) Penyelenggaraanpendidikankebencanaanpadapendidikanformaldilakukan

dengancara:

a.menyelenggarakanmatapelajaranpendidikankebencanaan;

b.mengintegrasikanmaterikebencanaankedalam bahanbelajar;

c.mengintegrasikanmaterikebencanaankedalam matapelajaranpokok

danmuatanlokal;

d.mengintegrasikanmaterikebencanaankedalam kegiatanekstrakurikuler

wajibdanpilihan;

e.mengintegrasikanmaterikebencanaankedalam program pengembangan

diri;atau

f. memadukanpendidikankebencanaankedalam kebijakansekolah;

(2) Penyelenggaraanpendidikankebencanaansebagaimanadimaksudpadaayat

(1)dilakukanmelalui:

a.kegiatantatapmukapadaprosesbelajarmengajarpadamatapelajaran;

atau

b.penugasan berbasis proyek dan latihan berkala yang dipantau dan

dievaluasiperkembangannyaolehguru,orangtuadanmasyarakat.

Pasal24

Untukmemperluaspengetahuanpesertadidiktentang kebencanaandilakukan

dengancara:

a.mengembangkannilai-nilaiataumembentukpembiasaansikap;

b.menerapkan pengetahuan kebencanaan yang telah dipelajaripeserta didik

dalam matapelajaranprogram intidanpilihan;

c.mengaktifkankegiatanekstrakurikulerbertemakankebencanaanbaiksecara

mandirimaupunterintegrasidalam kegiatanekstrakurikulerlainyangsudah

adadisekolah.

Paragraf2

MuatanKurikulum

Pasal25

(1)Kurikulum pendidikankebencanaanberisikan:

a. pendidikanpencegahan;

b. pendidikantanggapdarurat;

c. pendidikanrehabilitasi;

d. pendidikanrekonstruksi;

e. pendidikanmitigasi;dan

f. kesiapsiagaan

(2)Kurikulum pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

dapatdilakukanmelalui:

a.integrasipengetahuan,sikap,dannilai;

b.insersiataupenyisipanpengetahuan,sikap,dannilai;atau

c.penguatanpendidikankebencanaan.

(3)Integrasipengetahuan,sikapdannilai-nilaidalam pendidikankebencanaan

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufaharusdimuatsecaraeksplisit

pada kegiatan intrakurikuler mata pelajaran yang berkaitan dengan

kebencanaan,sepertigeografidanilmupengetahuanalam.
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(4)Insersiatau penyisipan pengetahuan,sikap,dan nilaidalam pendidikan

kebencanaansebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurfbdapatdilakukan

pada mata pelajaran yang telah ada,seperti agama,Pancasila dan

kewarganegaraan,bahasaIndonesia,aqidahakhlak.

(5)Penguatan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)

hurufcdapatdilakukanmelaluikegiatanekstrakurikuleryangdidukungdengan

pelaksanaanperlombaan-perlombaanbertemakankebencanaanpadasemua

jalur,jenis,danjenjangpendidikan.

Paragraf3

StrategiPelaksanaanPembelajaran

Pasal26

(1)Strategipelaksanaan pembelajaran pendidikan kebencanaan dilaksanakan

denganmemerhatikan:

a.tempatpembelajaran,disesuaikandenganketersediaandankelayakan;

b.waktu pembelajaran, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara

penyelenggara,gurudanpesertadidik;

c.metode,teknik,pendekatandanmodelpembelajaranaktifberbasisproject

yangberpusatpadapesertadidik;

(2)Metode,teknik,pendekatandanmodelpembelajaransebagaimanadimaksud

padaayat(1)hurufcharusdisesuaikandenganketersediaanprasaranadan

saranadantingkatperkembangankemampuanpesertadidikpadasemuajalur,

jenis,danjenjangpendidikan.

Pasal27

(1)Pelaksanaankegiatankokurikulerharusbekerjasamadenganorangtua/wali

pesertadidikdanmasyarakatsecaraterencana,teraturdanberkelanjutanpada

semuajalur,jenisdanjenjangpendidikan.

(2)Pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada kegiatan ekstrakurikuler

dilaksanakansecaraterpadubersama-samadengankegiatanekstrakurikuler

dalam bidangkepramukaan,seni,olahraga,danhumaniorayangtersediapada

jalur,jenisdanjenjangpendidikan.

BagianKetiga

PendidikanNonformal

Pasal28

(1)Penyelenggaraanpendidikankebencanaannonformaldapatdilakukanpada:

a.pendidikananakusiadini;

b.pendidikankecakapanhidup;

c.pendidikankepemudaan;

d.pendidikanpemberdayaanperempuan;

e.pendidikankesetaraan;

f. pendidikanketerampilandanpelatihankerja;

g.pendidikankeaksaraan;

h.pendidikankeagamaan;dan
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i. pendidikanlainnya.

(2)Penyelenggaraanpendidikankebencanaannonformalsebagaimanadimaksud

padaayat(1),terintegrasidengan:

a.pendidikanakhlakmulia;

b.pendidikankarakter;

c.pendidikanmoral;

d.kearifanlokal;atau

e.nilai-nilaibudaya.

BagianKeempat

PendidikanInformal

Pasal29

(1) Pendidikan kebencanaan informal dilakukan oleh keluarga dan/atau

lingkunganyangberbentukkegiatanpembelajaransecaramandiri.

(2) Pendidikan kebencanaan informalsebagaimana dimaksud pada ayat(1)

dilakukanmelalui:

a.mediamassa;

b.pendidikanmasyarakatmelaluiberbagaikegiatansosialdanbudaya;dan

c.interaksidenganalam.

BABIX

PENDIDIKDANTENAGAKEPENDIDIKANKEBENCANAAN

Pasal30

(1)Pendidikpadasetiapjalur,jenjang,danjenispendidikanwajibmemberikan

materipendidikan kebencanaan kepada peserta didik dalam bentuk teori

maupunpraktiksesuaikurikulum.

(2)Tenaga kependidikan menfasilitasi kegiatan belajar mengajar materi

pendidikankebencanaandalam bentukadministrasidanlogistik.

(3)Pendidikyangmemberikanpendidikankebencanaansebagaimanadimaksud

padaayat(1)wajibmendapatkanpendidikandanpelatihan.

Pasal31

(1)Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan

pendidikandanpelatihanpendidikankebencanaanbagipendidikdantenaga

kependidikan dalam rangka penerapan kurikulum pendidikan kebencanaan

padasetiapjalur,jenis,danjenjangpendidikan.

(2)Setiappenyelenggarapendidikankebencanaanpadasemuajalur,jenis,dan

jenjang pendidikan wajib meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga

kependidikanmelaluipendidikandanpelatihandan/atauprogram peningkatan

kompetensiyangrelevan.

(3)PemerintahAcehdanpemerintahkabupaten/kotadapatbekerjasamadengan

perguruntinggidan/ataulembagalainnyauntukmenyelenggarakanpendidikan

danpelatihan.

BABX
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PRASARANADANSARANAPENDIDIKANKEBENCANAAN

Pasal32

(1)Setiapjalur,jenjang,danjenispendidikanwajibmemilikiprasaranadansarana

yangmengacupadastandarnasionalpendidikandanperaturankeamanan

bangunanyangberlaku.

(2)Keberadaanprasaranadansaranapendidikansebagaimanadimaksudpada

ayat(1)wajibmempertimbangkanaspek:

a.karakteristikrisikobencana;

b.ketahananterhadapancaman;

c.kesesuaianlokasi;dan

d.mitigasidanpenguranganrisikobencana.

Pasal33

(1)Setiaplembagapendidikanwajibmenyediakan:

a.perlengkapan kesiapsiagaan yang disesuaikan dengan karakteristik

ancamanyangdimilikidanstandarP3K.

b.aksesuntukevakuasi,rambu-rambudantitikkumpul.

(2)Strukturbangunan yang digunakan untukpenyelenggaran pendidikan perlu

dilakukanujikelayakandanpemeliharaansecaraberkala.

(3)Ketersediaanprasaranadansaranapadalembagapendidikandapatdiakses

olehkelompokdifabelsecarabaik.

BABXI

PENDANAANPENDIDIKANKEBENCANAAN

BagianKesatu

Umum

Pasal34

(1)Pendanaanpendidikankebencanaandapatbersumberdari:

a.pemerintahpusat;

b.pemerintahAceh;

c.pemerintahkabupaten/kota;dan

d.masyarakat.

(2)Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan

anggaranpendidikankebencanaanmelaluiAnggaranPendapatandanBelanja

AcehdanAnggaranPendapatandanBelanjaKabupaten/Kota.

(3)Sumber pendanaan pendidikan kebencanaan ditentukan dengan prinsip

kecukupandanberkelanjutansesuaidenganprioritasrencanapembangunan

pendidikan.

BagianKedua

SumberPendanaan

Pasal35
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SumberpendanaanPendidikankebencanaandaripemerintahpusat,pemerintah

Aceh,danpemerintahkabupaten/kotasebagaimanadimaksuddalam Pasal34

dimasukkankedalam:

a.AnggaranPendapatandanBelanjaNegara;
b.AnggaranPendapatandanBelanjaAceh;dan
c.AnggaranPendapatandanBelanjaKabupaten/Kota;

Pasal36

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan darimasyarakatdapat

bersumberdari:

a. hibahdaridalam maupunluarnegeri;

b. kerjasamayangsalingmenguntungkan;

c. tanggungjawabsosialdanlingkunganperusahaan(TJSL);

d. sumbanganpihakketigayangtidakmengikat;dan

e. sumberlainyangsahberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan.

BagianKetiga

AlokasiPendanaan

Pasal37

Pendanaan pendidikan kebencanaan yang bersumberdariAPBA dan APBD

Kabupaten/Kotadianggarkansetiaptahunnyapalingsedikit2%(duapersen)dari

jumlahpendanaanyangdianggarkanuntuksektorpendidikandalam APBA dan

APBDKabupaten/Kota.

BagianKeempat

PertanggungjawabanPendanaan

Pasal38

Penggunaandanapendidikankebencanaanwajibdipertanggungjawabkansecara

periodikdan transparan oleh pengguna anggaran sesuaiketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal39

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dipertanggungjawabkan

menurut standar akuntansisesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal40

Pertanggungjawaban penggunaan dana dan pendanaan penyelenggaraan

pendidikankebencanaansebagaimanadimaksuddalam Pasal40danPasal41

dilaporkansesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

BagianKelima



16

PengawasanPendanaan

Pasal41

(1)Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan pendidikan

kebencanaan.

(2)Pengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukansesuaiketentuan

perundang-undangan.

BABXII

KOORDINASIPENDIDIKANKEBENCANAAN

Pasal42

(1)Pemerintah Aceh mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan

kebencanaanpadasemuajalur,jenisdanjenjangdiAceh.

(2)Pemerintahkabupaten/kotamengoordinasikanpenyelenggaraanpendidikan

kebencanaanpadasemuajalur,jenisdanjenjangdikabupaten/kota.

Pasal43

(1)Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan kebencanaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal42 ayat(1)melaluiKepala Dinas

Pendidikan Aceh untuk semua jalur, jenis dan jenjang di bawah

kewenangannya dan dibawah kewenangan KantorWilayah Kementerian

AgamaAceh.

(2)Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan kebencanaan

sebagaimanadimaksuddalam Pasal42ayat(1)melaluiBPBAuntuksemua

jalur,jenis,danjenjangselainkewenanganpadaayat(1).

(3)Bupati/Wali kota melimpahkan pelaksanaan koordinasi sebagaiamana

dimaksuddalam Pasal42ayat(2)kepadaDinasPendidikankabupaten/kota

untuksemuajalur,jenisdanjenjangdibawahkewenangannyadandibawah

kewenanganKantorKementerianAgama.

(4)Bupati/Wali kota melimpahkan pelaksanaan koordinasi sebagaiamana

dimaksuddalam Pasal42ayat(2)kepadaBPBDuntuksemuajalur,jenis,dan

jenjangselainkewenangansebagaimanadimaksudpadaayat(3).

BABXIII

PENGAWASANDANEVALUASI

BagianKesatu

Pengawasan

Pasal44
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(1)Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada

lembaga-lembagapendidikan.

(2)Kegiatanpengawasandilakukanuntukmenjaminefektivitas,keberhasilandan

akuntabilitaspelaksanaanpendidikankebencanaan.

Pasal45

(1)Pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib

memberikaninsentifkepadalembaga-lembaga,organisasiatauperseorangan

yangmenyelenggarakankegiatanpendidikankebencanaansecarabaik.

(2)Pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dapat

memberikan disinsentif pada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak

menyelenggarakanpendidikankebencanaan.

(3)Tata cara pengawasan,pemberian insentif,dan disinsentifdiaturdengan

PeraturanGubernur.

BagianKedua

Evaluasi

Pasal46

Lembaga pendidikan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan

pendidikankebencanaansecaraberkalasetelahakhirpelaksanaanatausewaktu-

waktudimintaolehpemerintahAcehdan/ataupemerintahkabupaten/kota.

BABXIV

KETENTUANPENUTUP

Pasal47

Qanuninimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsemua orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan qanun ini

denganpenempatannyadalam LembaranAceh.

LEMBARANACEHTAHUN2018NOMOR…..

DitetapkandiBandaAceh

padatanggal 2019M
1440H

PLT.GUBERNURACEH,

DiundangkandiBandaAceh

padatanggal 2018M

1440H

SEKRETARISDAERAHACEH,
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PENJELASAN

ATAS

QANUNACEH

NOMOR…TAHUN2019

TENTANG

PENDIDIKANKEBENCANAAN

I.UMUM

AcehmerupakansalahsatuprovinsidiIndonesiayangrawanbencana,

karenaAcehberadadalam kawasan“ringoffire”.SecaratektonikwilayahAceh

sangatkomplekskarenaberadapadazonapertemuanlempeng-lempengtektonik

yangbesardankecilsepertilempengEurasia,Indo-Australia,India,danBurma.

SepanjangzonapertemuanlempengEurasiadanIndo-Australiaterjadiperistiwa

penunjaman(subduction)lempengbenuadibawahlempengsamudra.

SecaraseismisitaswilayahAcehrawanbencanagempabumi.Posisiyang

demikianmenyebabkanAcehmemilikipotensibesaruntukterkenabencanaalam.

BencanayangterjadidiAcehbukanhanyabencanaalam,tetapijugabencananon-

alam.BeberapajenisbencanayangterjadidiAcehadalahgempabumi,tsunami,

banjir,letusangunungapi,longsor,gelombangpasang(abrasi),kekeringan,puting

beliung,konflik,KejadianLuarBiasa(KLB),dankebakaran.

Banyaknyakorbanpadasetiapbencanadapatdielimininasidengancara

menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan. Untuk

mempersiapkan masyarakatsiaga bencana halpenting yang perlu dilakukan

adalahmendidikmasyarakatuntukmemilikipengetahuantentangkebencanaan.

Lembagapendidikanmemilikitanggungjawabuntukmengintrusipengetahuan

kebencanaandalam kurikulum pendidikanpadasetiapjalur,jenjang,danjenis

pendidikan.Untuk itu,pemerintah Aceh perlu memilikikurikulum pendidikan

kebencanaan.

Fenomenayang terjadisaatiniterkaitdenganpendidikankebencanaan

adalah:(1)ketidaksiapanmasyarakatdalam menghadapibencanamengakibatkan

tingginyadampakyangditimbulkan,baikkorbanjiwamaupunkerugianmaterial;(2)
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ketidaksiapanmasyarakatdalam menghadapibencanadisebabkanolehkurangnya

pengetahuantentangkebencanaan;(3)lembagapendidikanmerupakansarana

yangtepatuntukmeningkatkankesiapsiagaanmasyarakatdalam menghadapi

bencana; (4) pelajaran pendidikan kebencanaan belum masuk kurikulum

pendidikan formaldan nonformal;dan (5)belum ada payung hukum yang

mengaturtentangpendidikankebencanaandiAceh.

Generasi Aceh kedepan diharapkan menjadi individu yang memiliki

kepribadianyangtangguh,tanggapdansigapdalam menghadapibencanadan

menjadipelopordalam mengatasimasalah-masalah kebencanaan.Untuk itu,

sangatpenting bagiAceh melahirkan kurikulum kebencanaan sehinggadapat

menjadipembelajaran(lessonlearned)bagidaerahlaindiIndonesiadandunia.

Qanuninimemuatasas,fungsi,dantujuanpendidikankebencanaan;prinsip

penyelenggaraanpendidikankebencanaan;hak,kewajiban,danperansertapeserta

didikdanmasyarakat,tanggungjawabpenyelengaraanpendidikankebencanaan;

tugasdanwewenangpemerintahAcehdanpemerintahkabupaten/kotadalam

pendidikan kebencanaan;jalur,jenis,dan jenjang pendidikan kebencanaan;

penyelenggaraan pendidikan kebencanaan;pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan kebencanaan; prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan;

manajemen pendidikan kebencanaan; pendanaan pendidikan kebencanaan;

koordinasipenyelenggaraan pendidikan kebencanaan;dan pengawasan dan

evaluasi;

Fungsipendidikan kebencanaan adalah untuk mengembangkan seluruh

aspekkepribadianpesertadidikdalam rangkamewujudkanmasyarakatAcehyang

tanggapdansiagaterhadapbencana.Sedangkantujuanpendidikankebencanaan

untukmengembangkanseluruhpotensipesertadidikagarmenjadimanusiayang:

(a)berimandanbertaqwakepadaAllahSubhanahuwata’ala;(b)berakhlakmulia;

(c) memilikipengetahuan kebencanaan;(d) memilikisikap dan kepedulian

terhadap risiko bencana;(e)tanggap dan siaga bencana;dan (f)memiliki

kemampuanuntukberadaptasidenganperubahanbesardanmendadak.

Prinsippenyelenggaraanpendidikankebencanaanadalah:(a)pendidikan

kebencanaanuntuksemuapesertadidiktanpamembedakansuku,agama,ras,

danketurunan;(b)pendidikankebencanaandiselenggarakanpadasemuajalur,

jenis,dan jenjang pendidikan;(c)penyelenggarakan pendidikan kebencanaan

dilakukansecaraterarah;terencana,terpogram,terpadu,terkoordinasi,profesional,

danmenyeluruh;dan(d)pendidikankebencanaandidasarkanpadanilai-nilaiislami

denganmenjunjungtinggihakasasimanusia,adatistiadat,dankearifanlokal.

Pesertadidikmemilikihakuntukmendapatkanpendidikankebencanaan

danmendapatfasilitasprasaranadansaranapendidikankebencanaansesuai

standarnasionalpendidikandanperaturankeamananbangunandankewajiban.



20

Selainpesertadidik,masyarakatjugadapatberperansertadalam penyelenggaraan

pendidikankebencanaan.Peransertamasyarakatdilakukandalam bentuk:(a)

pengadaandanpemberianbantuantenagauntukmelaksanakanataumembantu

pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada lembaga-lembaga pendidikan,

pembimbingandan/ataupelatihanpesertadidik;(b)pengadaandanpemberian

bantuan tenaga ahli dan pelatihan untuk membantu pelaksanaan dan

pengembangan kegiatan pendidikan kebencanaan;(c) pengadaan program

pendidikankebencanaansecaramandiriolehmasyarakat;dan(d)pengadaandana,

tempat,fasilitaslainnyauntukpelaksanaankegiatanpendidikankebencanaan.

Pendidikan kebencanaan akan diterapkan pada semua jalur,jenis,dan

jenjang pendidikan.Penyelenggarapendidikan kebencanaan adalah pendidikan

formal,pendidikan nonformal,dan pendidikan informal.Pendidik dan tenaga

kependidikanwajibmemberikanmateripendidikankebencanaankepadapeserta

didikdalam bentukteorimaupunpraktiksesuaikurikulum.Pendidikdantenaga

kependidikanyangditugaskanmemberikanpendidikankebencanaanadalahyang

telah lulus seleksiadministrasidan kompetensiyang diselenggarakan oleh

pemerintahAcehdan/ataupemerintahkabupaten/kota.

Setiapjalur,jenjang,danjenispendidikandiwajibkanmemilikiprasaranadan

saranayangmengacupadastandarnasionalpendidikandanperaturankeamanan

bangunan yang berlaku. Keberadaan prasarana dan sarana pendidikan

kebencanaanwajibmempertimbangkanaspek:(a)karakteristikrisikobencana;(b)

ketahanan terhadap ancaman;(c)kesesuaian lokasi;dan (d)mitigasidan

penguranganrisikobencana.

II.PASALDEMIPASAL

Pasal1

CukupJelas

Pasal2

CukupJelas

Pasal3

CukupJelas

Pasal4

CukupJelas

Pasal5

CukupJelas

Pasal6
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CukupJelas

Pasal7

CukupJelas

Pasal8

CukupJelas

Pasal9

CukupJelas

Pasal10

CukupJelas

Pasal11

CukupJelas

Pasal12

CukupJelas

Pasal13

CukupJelas

Pasal14

CukupJelas

Pasal15

CukupJelas

Pasal16

CukupJelas

Pasal17

CukupJelas

Pasal18

CukupJelas

Pasal19

CukupJelas

Pasal20

CukupJelas

Pasal21

CukupJelas

Pasal22
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CukupJelas

Pasal23

CukupJelas

Pasal24

CukupJelas

Pasal25

CukupJelas

Pasal26

CukupJelas

Pasal27

CukupJelas

Pasal28

CukupJelas

Pasal29

CukupJelas

Pasal30

CukupJelas

Pasal31

CukupJelas

Pasal32

CukupJelas

Pasal33

CukupJelas

Pasal34

CukupJelas

Pasal35

CukupJelas

Pasal36

CukupJelas
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Pasal37

CukupJelas

Pasal38

CukupJelas

Pasal39

CukupJelas

Pasal40

CukupJelas

Pasal41

CukupJelas

Pasal42

CukupJelas

Pasal43

CukupJelas

Pasal44

CukupJelas

Pasal46

CukupJelas

Pasal47

CukupJelas

TAMBAHANLEMBARANACEHNOMOR….


